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ABSTRAK

Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk
elektronik pada Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo memiliki kendala dalam
pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) karena banyaknya keluhan
masyarakat seperti lambatnya pembuatan KTP, perckaman ditunda akibat
gangguan jaringan saat perekaman E-KTP. Penelitian ini bertujuan mengetahui
bagaimana proses berjalannya implementasi pelayanan publik yang dikeluarkan
pemerintah, diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik serta
berkualitas sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini
menggunakan teori Edward III empat indikator : komunikasi, sumber daya,
disposisi, struktur birokrasi dan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, di
pecahkan melalui hasil observasi, wawancara, observasi, hasil pengamatan dan
menggambaran keadaan berdasarkan fakta, informan terdiri dari lima orang.

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Publik, Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Dinas Catatan Sipil Tanah Karo
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ABSTRACT

The implementation of public services in the management of electronic identity
cards at the Tanah Karo Civil Registry Office has problems in the management of
electronic identity cards (E-KTP) due to the many public complaints such as the
slow processing of KTPs, delayed recording due to network disturbances when
recording E-KTPs. This study aims to find out how the process of implementing
public services issued by the government is expected to be able to provide good
quality and quality services as expected by the community. This study used
Edward IlI's theory of four indicators: communication, resources, disposition,
bureaucratic structure and was carried out using a qualitative descriptive method,
solved through observations, interviews, observations, observations and
describing the situation based on facts, the informants consisted of five people.

Keywords: Implementation, Public Service, Electronic Identity Card of the Karo
Civil Registry Service
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan publik oleh penyelenggara merupakan kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan tuntutan seluruh warga negara dan
penduduk Indonesia mengenai peningkatan pelayanan publik. Tuntutan terhadap
upaya masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas harus
menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah telah mengembangkan produk
hukum/peraturan yang mengatur pelayanan publik untuk memenuhi semua
kebutuhan masyarakat.

Kaitannya dengan birokrasi di Indonesia, suatu kenyataan yang harus
dihadapi dalam implementasi otonomi daerah. Berpijak pada pengalaman dan
pengamatan, yang kurang baik, maka diharapkan agar kondisi tersebut tidak
terulang atau terjadi kembali pada birokrasi di daerah. Sejak munculnya sistem
pemerintahan demokrasi, kinerja instansi pemerintah semakin menjadi sorotan,
dan masyarakat mulai bannyak menuntut nilai yang diperoleh atas pelayanan yang
diberikan instansi pemerintah. Tuntutan tersebut, diutarakan karena masyarakat
masih merasa belum puas atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi
pemerintah. Sampai saat ini, pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya belum dilakukan secara objektif, hal tersebut disebabkan
karena belum dilaksanakannya sisitem pengukuran Kkinerja yang berisi

keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah. Selama ini kualitas pelayanan
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publik Indonesia terkhusus pada instansi dinas catatan kependudukan dibatasi oleh
akses pelayanan yang sulit, prosedur yang rumit dalam memberikan pelayanan
kepada administrasi kependudukan tertentu, biaya yang tidak jelas. Pemerintah
dan birokrat Indonesia yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan
pelayanan prima kepada rakyat, didominasi oleh sistem yang berkuasa dan
menjadi pelayan publik dari birokrat yang berada di ujung yang berlawanan dari
urusan publik.

Masyarakat yang mengadu terhadap pelayanan pemerintah dalam
mengurus atau membuat E-KTP, baik secara langsung maupun melalui media
massa, termasuk buruknya respon staf. Hal ini menciptakan citra buruk bagi
instansi pemerintah Indonesia. Di sisi lain, masyarakat mendambakan pelayanan
publik yang baik, menyeimbangkan kekuasaan yang dimilikinya dengan tanggung
jawab yang harus dilimpahkan kepada orang yang dilayaninya. birokrasi harus
mengabdi pada kepentingan masyarakat. Para pejabat diharapkan memiliki
semangat pengabdian dan pengabdian kepada masyarakatnya.

Tercapainya pelayanan publik (primer) yang berkualitas merupakan salah
satu ciri pemerintahan yang baik sebagai tujuan penggunaan lembaga negara.
Untuk itu, instansi dinas kependudukan diharapkan lebih efisien dan efektif dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola pemerintahan,
mengembangkan dan melindungi masyarakat (publik), mewujudkan praktik
pemerintahan yang baik, dan memberdayakan masyarakat. Dan melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diharapkan tata pemerintahan yang
baik akan memulihkan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat

terhadap penyelenggaraan instansi kependudukan yang ada di Indonesia.
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Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai pedoman sebagai tindak
lanjut dari upaya mereka untuk melaksanakan pelayanan publik, dan pelaksanaan
pedoman merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Suatu
kebijakan atau program harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam arti yang lebih luas sebagai
instrumen administratif dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber
daya diorganisir bersama untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai efek
atau tujuan yang diinginkan. Dikutip pada laman perpus.menpan.go.id Sebagai
pedoman umum untuk penyelenggaraan pelayanan publik menteri pendayagunaan
aparatur negara telah mengeluarkan undang - wundang KEPMENPAN
No.63/KEP/MPAN/7/.

Implementasi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi dan
informasi yang saat ini dilakukan di sektor pemerintahan adalah E-KTP (Kartu
Tanda Penduduk Elektronik). Indonesia yang padat penduduk membutuhkan data
kependudukan yang akurat, hal tersebut pemerintah membuat program E-KTP. E-
KTP adalah metode baru yang diadopsi oleh pemerintah menggunakan database
kependudukan nasional, menggunakan sistem biometrik tertanam untuk
memberikan identitas kepada masyarakat dan mengidentifikasi pemegang E-KTP
di database nasional Pastikan semuapenduduk hanya membutuhkan satu
database dengan memungkinkan mereka untuk terhubung KTP.

Pemerintah membuat kebijakan E-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan
negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu, dengan
adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan

negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana
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selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris,TKI illegal dan perdagangan
manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk
memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak yang
berwajib.Tetapi didalam pengurusan pembuatan E-KTP masih banyak kendala
yang rasakan masyarakat Indonesia yang menjadi tugas penting pemerintah untuk
melakukan membenahan.Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa prosedur
Implemenatsi pelayanan publik dalam pengurusan E-KTP dengan pelaksanaan
pelayanan yang diberikan dibeberapa daerah dilndonesia kurang maksimal.
Peraturan Presiden No.26 tahun 2009 tentang penerapan E-KTP Nasional
berbasis NIK (selanjutnya disebut E-KTP Elektronik) adalah E-KTP dengan
spesifikasi. Bentuk E-KTP untuk negara dengan sistem keamanan khusus. Ini
berfungsi sebagai bukti identitas resmi yang dikeluarkan oleh kantor
kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(E-KTP) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau
pengendalian manajemen dan teknologi informasi yang berbasis pada basis data

kependudukan suatu negara.

Penduduk hanya diperbolehkan membawa satu E-KTP dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas unik setiap penduduk dan
berlaku seumur hidup. NIK yang tercantum dalam E-KTP nantinya akan
digunakan untuk pembuatan paspor, Surat [zin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, lembaga
perbankan, dan perusahaan swasta terkait dan tidak terkait (terbatas sebagai
berikut) : digunakan sebagai dasar penerbitan Lisensi, bisnis, komersial, dan

identifikasilainnya.
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Daerah di Indonesia memiliki kendala yang sama dalam pembuatan E-
KTP. Antara lain, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP karena
proses yang panjang, berbelit-belit/sulit dan struktur birokrasi penerbitan E-KTP
tahan lama dan kurang pasti. Sebagai contoh yang diteliti oleh beberapa
mahasiswa yaitu pertama seorang mahasiswa yang bernama Novita Sari Purba
pada tahun 2017, penelitian ini menyatakan bahwa masih ditemukan masalah
dalam melakukan pelayanan publik yang baik diantaranya masih terbatasnya
jumlah pegawai dalam membuat atau merekam E-KTP sehingga proses menjadi
lambat yang mengakibatkan tumpukan antrian. Kedua dilakukan penelitian
seorang mahasiswa yang bernama Meriana Lestari yang pada tahun 2022,
penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan elektronik kartu tanda
penduduk (E-KTP) belum berjalan dengan lancar dimana kekurangan fasilitas
dalam membuatan E-KTP serta kekurangan sumber daya manusia menjadi
hambatan dalam membuat E-KTP sehingga proses menjadi terhambat. Ketiga
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Jahratul Idami pada

tahun 2019, penelitian ini menyatakan

bahwa kekurangan sumber daya manusia dan kekuranga fasilitas dalam
membuatan E-KTP serta sempitnya ruangan atau kantor dalam melakukan
pengurusan serta kekurangan alat rekam yang menjadi penghambat dalam
melakukan pelayanan publik secara baik, serta kurangnya kesadaran masyarakat
dalam melakukan perekaman dara diri. Serta sistem server bermasalah. Sarana
dan prasarana yang kurang memadai, staf yang tidak profesional, banyak antrian
dalam pembuatan E-KTP, dan kurangnya sosialisasi karena kurangnya sistem

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
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Masyarakat Tanah Karo juga merasakan hal tersebut dimana, dinas
Catatan Sipil Tanah Karo bertujuan untuk memungkinkan penerapan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk penegakan implementasi pelayanan
publik dalam pembuatan E-KTP. Namun, dalam praktiknya, sering dijumpai
keluhan dari masyarakat umum tentang pelayanan kantor catatan sipil. Beberapa
kendala yang dijumpai pada kantor dinas dinas catatan sipil Tanah Karo yaitu
dimana dalam pengurusan pembuatan E-KTP masih ditemukan adanya calo guna
mempercepat mengurusan E-KTP, hal tersebut juga dipengaruhi karena dalam
pengurusan masyarakat merasa proses yang berbelit- belit dan panjang yang
membuat masyarakat rela mengeluarkan uang guna menyewa jasa calo agar
masyarakat tidak perlu menunggu lama dan tidak merasa letih untuk mengurus E-
KTP tersebut. Kekurangan pegawai dan kekurangan alat dalam pembuatan E-KTP
yang menjadi proses pengurusan menjadi lama sehingga dapat menimbun antrian
dan hal yang sangat membuat masyarakat kecewa, dikutip dari laman
dailyklink.id bahwa blangko yang hendak membuat E-KTP baru mengalami
kekosongan sehingga untuk memperoleh E-KTP masyarakat harus bersabar
menunggu dua atau tiga minggu lamanya. Padahal seperti yang diketahui E-KTP
sangat diperlukan dalam mengurus berbagai dokumen, dari hal tersebut
masyarakat mengatakan ada nya permainan yang membutuhkan uang dalam
pengurusan.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang:
“IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK E-KTP PADA KANTOR

DINAS CATATAN SIPIL TANAH KARO”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka
yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana Implementansidalam pelayanan publik terkhusus dalam
pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di kantor dinas
catatan sipil Tanah Karo?
2. Bagaimana cara instansi mengadapi hambatan — hambatan di kantor

dinas catatan sipil Tanah Karo?

1.3  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakandalam pelayanan publik di
Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo.

2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi dalam
menerapkan prinsip-prinsip ke dalam pelayanan di Kantor Dinas

Catatan Sipil Tanah Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Ilmiah
Untuk menambah pengetahuan ilmiah dan sumbangan bagi
pengembanganteoriteori dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya
dalamkaitannya dengan implementasidalam pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga
bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat judul serupa dan
dapat sebagi pedoman. Juga berguna sebagai masukan serta evaluasi
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bagi dinas catatan sipil Tanah Karo dalam melakukan pelayan
publik yang baik sehingga terciptanya pemerintahan yang baik.

Kegunaan bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan serta
informasi dan juga membelajaran dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dalam bagian

administrasi publik.

1.4.3 Manfaat Secara Akademik

Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan
kemampuan berfikir ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk karya
ilmiah serta dapat mengetahui permasalahan implementasi kebijakan
serta mengembangkan ilmu implemetansi yang didapat pada masa
perkuliahan di Universitas Medan Area,dan sebagai syarat untuk
menyelesaikan studi Strata-1 program studi Administrasi Publik

fakultas ilmu sosial dan politikuniversitas Medan Area.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Impementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses guna memastikan
terlaksananya sebuah kebijakan serta tercapainya kebijakan tersebut.
Implementasi juga berperan sebagai menyedian sarana untuk membuat sesuatu
dan memberi hasil yang diharapkan. Implementasi merupakan tahanyang penting
dalam menjalankan kebijakan publik. Sesuatu kebijakan atau keputusan wajib
diimplementasikan agar memiliki dampak atau sehingga menghasilkan hal yang
ingin ditujukan. Implementasi kebijakan dilihat dari pengertian luas merupakan
bahan administrasi publik yakni aktor,prosedur,teknik,organisasi, dan juga sumber
daya organisasi dengan bersama—sama untuk melakukan kebijakan agar mencapai
dampat atau keinginan di inginkan.

Menurut Syaukani et all (2004) implementasi kebijakan adalah
pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan publik
sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Termasuk
sekumpulan kegiatan, yang perlu dipersiapkan pertama maju menetapkan seluruh
aturan yang merupakan interpretasi kebijakan. Yang kedua, menyiapkan sumber
daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Ini termasuk insrastruktur, sumber
daya keuangan dan tentu saja menentukan siapa yang akan bertanggung jawab
untuk menegakkan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menyampaikan kebijakan
konkrit kepada publik.

Menurut Syukuran Surmayadi (2005) menunjukkan bahwa ada tiga elemen

kunci untuk proses implementasi kebijakan, pertama adanya program atau
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kebijakan, kedua kelompok sasaran, yakni kelompok masyarakat yang menjadi
sasaran serta ditetapkan guna manfaat dari suatu program, perbaikan. Ketiga bagi
organisasi, elemen pelaksana(implementer) orang yang bertanggung jawab untuk
mendapatkan pelaksanaan dan mengawasi proses implementasi kebijakan.

George C.Edwards (2003) menyatakan implementasi kebijakan adalah
tahap kebijakan publik antara pembuatan kebijakann dan konsekuensi dari
kebijakan tersebut kepada mereka yang terkena dampak. Ketika kebijakan
tersebut tidak memadai atau gagal untuk mengatasi masalah yang dimaksud.
Kebijakan dapat gagal bahkan jika di implementasikan dengan sangat baik, dan
bahkan kebijakan yang direncanakan dengan sangat baik dapat gagal jika pembuat
kebijakan tidak mengimplementasikan dengan benar. Sebaliknya Wibawa
(Tankirisan,2003) berpendapat bahwa implementasi kebijakan terdiri dari
penetapan arah sehingga tujuan kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil
dari kegiatan pemerintahan. Berdasarkan pendapat DPR, implementasi tampaknya
merupakan tindakan yang diambil oleh individu atau pejabat terhadap suatu

tujuan/sasaran bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Model Implementasi George C.Edwards III

George C. Edwards III mengemukakan , implementasi dapat dimulai dari
kondisi abstrak, dan apakah kondisi implementasi kebijakan berhasil atau tidak,
kebijakan publik tergantung pada empat variabel: komunikasi (komunikasi),
sumber daya (resources), dan disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

Keempat elemen tersebut berkaitan erat dan wajib dilaksanakan bersama-
sama. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan pemahaman kami tentang

implementasi kebijakan. Ini menyederhanakan pemahaman melalui dekomposisi
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(turunan) dengan menjelaskan implementasi dalam komponen utamanya.

Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan interaksi

banyak

faktor. Subkategori faktor yang mendasari ditampilkan untuk melihat

dampaknya pada penerapan Anda. Menurut Gorge III implementasi dipengaruhi

oleh empat faktor yaitu

1. Komunikasi

Ini diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan pelaksana
tahu apa yang harus dilakukan. untuk mengetahui sesuatu tujuan, dan
tujuan itu harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Edwards
membicarakan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu
penyampaian,konsistensi,dan kejelasan. Menurut Edwards, syarat
pertama untuk implementasikebijakan yang efektif adalah orang yang
mengimplementasikan keputusan harus mengertahui apa yang harus
dilakukan. Keputusan dan arahan kebijakan harus dikomunikasikan
kepada personel yang tepat sebelum keputusan dan arahan
diimplementasikan. Agar kebijakan dapat ditegakkan dengan baik,
instruksi penekanan tidak hanya harus dipahami, tetapi juga jelas. Jika
petunjuk pelaksanaan tidak jelas,pelaksana akan bingung apa yang harus
dilakukan. Aspek lain dari komunikasi tentang pedoman pelaksanaan
adalam masalah konsistensi yang berarti didalam implementasi kebijakan
tidak ada keraguaan dan implementasi tersebut harus sejelas mungkin.
2. Sumber Daya

Sumber daya dapat dilakukan dengan jelas, hati — hati, dan

konsisten, tetapi implementasi mungkin tidak efektif jika pelaksana
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kekuranga sember daya yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan.
Sumber penting adalah staff yang memadai dan keterampilan yang baik
untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan
untuk mengerjakan tugas — tugas untuk melaksankan pelayanan publik.
3. Disposisi Atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi
kebijakan adalah sikap pera pelaksana. Jika pera pelaksana setuju dengan
apa kebijakan itu, mereka dengan senang hati mengimplementasikannya,
tetapi jika pandangan

mereka berbeda dengan para pembuat kebijakan, proses
implementasinya menimbulkan banyak masalah. Selain itu dukungan
pimpinan memiliki dampak yang kuat terhadap pelaksanaan program
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien, bentuk dukungan
kepemimpinan ini menempatkan kebijakan sebagai prioritas program,
dan memperhatikan keseimbangan wilayah,agama,suku,gender.
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu konstruksi yang paling
umum, bahkan sebagai pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Menurut
Edward, birokrasi memiliki dua karakteristik utama. Yaitu prosedur
kerja, atau alur kerja yang sering disebut sebagai prosedur operasi
standar (SOP), dan fragmentasi. Menggunakan SOP memungkinkan
pelaksana untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP
dapat menyatukan tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan

luas. Hal ini dapat menyebabkan fleksibilitas yang lebih besar bagi
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orang untuk berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain dan

kesetaraan yang lebih besar dalam penerapan peraturan.

Sumber : George III Edward :implemeting public policy, 1980

2.3  Faktor-Faktor Penghambat Proses Implementasi kebijakan

Faktor penghambat implementasi kebijakan menggunakan teori George
C.Edward III, dikaitkan dengan pelayan publik dalam pengurusan E-KTP di
kantor dinas catatan sipil Tanah Karo terdapat empat faktor:

1. Komunikasi, dalam  komunikasi terdapat tiga aspek yaitu
sosialisasi,pemahaman terhadap kebijakan aturan dan persyaratan dalam
membuatan E-KTP dan pembinaan. Sesoalisasi dan pemahaman diadakan
agar seluruh masyarakat mampu memahami serta mengetahui proses
penggunaan dan kegunaan KTP sertapersyaratan dalam mengurus.

2. Sumber Daya. Terdapat dua aspek yang penting yakni sumber daya
(aparat) dan fasilitas (sarana) dalam melakukan suatu program. Dalam hal
ini dibutuhkan alat tulis kantor (ATK) untuk proses pengurusan dan
pelayanan public sera dibutuhkan aparat dalam melakukan pelayanan.

3. Disposisi atau sikap. Ada empat hal yang penting terkait disposisi dalam
melakukan  penelitian ini:  tanggapan atau respon,keperdulian,

ketelitian,kesabaran. Diharapkan para pelayan publik dikantor dinas
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catatan sipil Tanah Karo dapat menjalankan tugas dan kewajiban dalam

mengimplementasikan kebijakan publik.

4. Struktur Birokrasi. Suatu program yang tidak berjalan baik dikarenakan
terdapat kelemahan pada struktur birokrasi yaitu mekanisme atau biasa

disebut sebagai SOP (Standart Operating Procedure)

2.4  Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuaidengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa,
barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Sementara itu kemudian menurut Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003,
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
selanjutnya menurut Ridwan dan Sudrajat (2009) pelayanan publik merupakan
pelayanan yang diberikanoleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap
masyarakat nya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dibahas diatas dapat
disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara dalam hal ini negara

didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini
pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secaran individual akan tetapi

berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

2.5 Hakikat Pelayanan Publik

Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Republik Indonesia
No.63 Tahun 2004 menyatakan, hakikat pelayanan publik adalah memberikan
pelayanan yang unggul kepada unsur-unsur masyarakat yang merupakan
perwujudan dari kewajiban instansi sebagai pegawai negeri sipil dengan fungsi
dasar pelayanan. Pelayanan yang baik adalah suatu bentuk pelayanan publik yang
baik atau pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan standar pelayanan yang
diberlakukan oleh instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik,
tetapi dengan kata lain pelayanan yang baik dapat diartikan sebagai memberikan
pelayanan publik, tetapi dengan kata lain pelayanan yang baik dapat diartikan
sebagai memberikan pelayanan prima atau memberikan pelayanan yang dapat

memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan ketentuannya.

2.6  Prinsip pelayanan publik

Pelayanan publik harus menghormati prinsip — prinsip keadilan dan non-
diskriminasi yang diatur dalam undang — undang pelayanan publik nomor 25
tahun 2009. Pelayanan publik didasarkan pada kepentingan umum, kepastian
hukum,kesetaraan keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi,
perlakuan yang sama/diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, fasilitas dan

kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kenyamanan, dan terjangkau. Oleh karena
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itu jelas bahwa pelayanan publik harus tepat adil dan memperlakukan orang-orang
dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang cacat,sebagai salah satu kelompok
rentan disamping orang tua,perempuan dananak-anak. Dalam keputusan menteri
negara pengesahan lembaga negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, ditetapkan 10 prinsip
pelayanan publik yakni :
1. Prosedur yang disederhakan prosedur pelayanan publik bersifat
lugas,mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Klarifikas persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
Satuan kerja/pejabat yang diberdayakan dan bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian pengaduan atau
permasalahan serta perselisihan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Rincian dan petunjuk pembayaran serta tata cara
pembayaran.
3. Jaminan waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Ketepatan produk pelayanan publik diterima secara benar,akurat
dan legal.
5. Keamanan proses dan hasil pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum serta pelaksanaan pelayanan publik.
6. Tanggung jawab kepala atau pejabat penyelenggaraan layanan
publik yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyediaan
layanan dan penyelesaian pengaduan atau masalah dalam

penyediaan layanan publik.
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7. Integritas prasana tersedianya sarana dan prasarana kerja,peralatan
dan sumber daya lainya yang memadai, termasuk penyediaan
sarana telekomunikasi dan teknologi infornasi.

8. Aksesibilitas (accessibility) tempat dan lokasi yang layak untuk
penggunaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi serta
layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Aksesibilitas
disini adalah kenyamanan yang diberikan kepada penyadang
disabilitas untuk mencapai kesetaraan kesempatan.

9. Displin,kesopanan,dan  kebaikan  penyedia layanan harus
displin,sopan,santun,dan baik hati.

10. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus rapi, menyediakan
ruangan tunggu yang nyaman dan bersih,lingkungan yang asri dan
sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang pelayanan seperti

tempat parker,toilet dan tempat ibadah.

2.7 Standar Pelayanan Publik

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009), setiap penyelenggaraan pelayanan
publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan
adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran
yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh
pemberi dan atau penerima pelayanan. adapun standar pelayanan yakni meliputi
sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan termasuk pegaduan.
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2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam

proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana

Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku

yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Moenir (2005) menyatakan

bahwa agar layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok

orang yang dilayani, maka si pelaku syarat pokok petugas menurut

Moentr.

1. Tingkah laku yang sopan

Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai

sebagai layaknya dalam hubungan kemanusian dengan demikian

sudah merupakan suatu kepuasan

bersangkutan.
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2. Cara menyampaikan

Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang

seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan dan

hendaknya memperhatikanpada prinsip sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari penyampaian yang
menyimpang.

3. Waktu penyampaian

Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat

didambakan setiap orang yang mempunyai permasalahan.
4. Keramah tamahan

Hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak

berhadapan.

Sedangkan standar pelayanan menurut Kasmir (2005) yaitu
dasar-dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan
agar dapat membuat penerima layanan menjadi aman, nyaman, dan
menyenangkan, antara lain seperti :

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih.

2. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman.

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika
sudahmengenal satu sama lain.

4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan sikap
pembicaraan.

5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar.

6. Bergairah dalam  melayani nasabah dan  menunjukkan
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kemampuannya.
7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan.
8. Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan.
9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta
bantuan.
10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani
Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai
standar pelayanan publik yang baik dan memuaskan, maka dapat
disimpulkan bahwa tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah
pelayanan publik antara lainberkaitan dengan :
a. Keramahan daripenyedia layanan
b. Waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan
akurat
c. Sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan
d. Sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama
lain.
Dalam hal ini, penyedia layanan harus berorientasi pada pelanggan
dalam memberikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warga

masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan bagi peneliti dan untuk
memperbanyak teori yang akan dievaluasi dari sipeneliti. Pada penelitian

sebelumnya peneliti menemukan adanya kemiripan judul dengan topik yang telah
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ditentukan sebelumnya. Di bawah ini adalah penelitian format jurnal sebelumnya

yang terkait dengan penelitian penulisan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti,
No Judul dan Tahun Hasil Penelitian Persamaan danPerbedaan| keterangan
Penelitian

1. “Novita Sari Purba, Dengan judul Terdapat Perbedaan |Skripsi
Implementasi Implementasi waktu dan  tempat
Akuntabilitas dan Akuntabilitas dan | penelitian dimana pada
Transpansi Transparansi penelitian ini dilakukan
PelayananPublik Dalam | Pelayanan Publik | pada tahun 2017 dan
Pengurusan KartuTanda | Dalam  Pengurusan | bertempat di kantor
Penduduk Elektronik | Kartu Tanda | camat Siantar Martoba
Pada Penduduk Elektronik | sedangkan penulis
Kantor Camat Pada Kantor Camat | melakukan  penelitian
Siantar Martoba Siantar Martoba. ditahun2022  dan
(2017)”. Penelitian ini tempatnya berada pada

menggunakan kantor dinas catatan
metode kualitatif | sipil Tanah Karo.
dengan teknik | Persamaannya terdapat
pengumpulandata dan | pada jenispenelitian dan
melakukan model penelitian yaitu
wawancara serta | menggunakan jenis
observasi dan penelitian kualitatif dan
juga mengunakan
Model George
C.Edwards 111
dokumentasi. Dimana
kesimpulan dari
penelitian inidalam
implementasi
kebijakan pelayanan
E-KTPnya suda jelas
walaupun juga
memilikikekurangan
yaitumasihterbatas
nyajumlah
pegawai pelayanan
membuatan
E-KTP masihkurang.

2. “Meriana  Lestari, Dimana kesimpulan |Perbedaan terdapat padajurnal
Saifurruhaidi,Ratna dari penelitian ini [lokasi penelitian penelitian|
Yuniarti, Faktor- bahwa implementasi [ini berlokasi di  UPT]
faktor yang | kebijakan dukcapil kecamatan|
mempengaruhi dipenelitian ini belum [Sukamulia sedangkan|
implementasi kebijakan semuanya  berjalan |penulis melakukan|

dalam dengan baik, dimana [penelitian yang
pembuatan KTP masalah yang [Berlokasi padadinas catatan|
elektronik di  UPT dihadapi seperti [sipilTanah Karo.
dukcapil kecamatan | kekurangan pegawai [(Sedangkan  persamaanya
Sukamulia (2022)”. dan kekurangan (terdapat pada tahun
fasilitas dalam penelitian  yaitu
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melakukan proses
pelayanan

masih kurang.

tahun 2022dan mengunakan

teknik  penelitian
kualitatif.

faktor pendukung
dalam implementasi
kebijakan Kartu
Tanda Penduduk
Elektronik

(E-KTP)di UPT
Dukcapil Kecamatan
Sukamulia dalam
pembuatan

E-KTP adalahUU

No. 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan

pasal 1 point 14 dan
peraturan presiden
No. 26 Tahun 2009
tentangPenerapan
KTP BerbasisNomor
IndukKependudukan
SecaraNasional.
Kementerian Dalam
Negeri nomor 120
tahun2017
memberikan
wewenang kepada
Kabupaten/ Kota
dalammenerbitkan
atau mencetak
E-KTP. UPT
Dukcapil Kecamatan
Sukamulia telah
melakukan sosialisasi
dalam rangka
nemberikan informasi
yang jelas kepada
masyarakat dalam
melakukan
perekaman data dan
pembuatan

E-KTP.
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3. “Jahratul Idami, Kesimpulan dari Perbedaan dari Skripsi
Implementasi kebijakan | penelitian ini Penelitian ini
elektronik kartu Terdapat i
Hambatan Terdapat padalokasi
tanda penduduk yang dirasakan dalam peneliti dan
(E-KTP) di dinas mengimplem entasikan | Waktu penelitian
kependudukan dancatatan | kebijakan pelayanan dimana pada peneliti ini
sipil publik yaitukekurangan | berlokasi padadinas
kabupaten Aceh Singkil, | pegawai atausumber kependudukan dancatatan
(2019)”. dayamanusia serta sipil
kekurangan fasilitas kabupaten Aceh
dalam melakukan Singkil sedangkanpenulis
pelayanan, seperti melakukanpenelitian
sempitnya ruangan atau didinascatatan
kantor dalammelakukan | sipil TanahKaro dan
pengurusan serta waktupenelitian
kekurangan alat rekam | dilakukan pada tahun
yang menjadi 2019
penghambat dalam sedangkan penulis

melakukan pelayanan melakukan penelitian pada
publik secarabaik. Serta| tahun 2022. Dan

kurangnya kesadaran persamaannya dengan
masyarakat dalam menggunakan teknik
melakukan penelitian
perekamandata diri. kualitatif.
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4. “Fahmi, Peran Hasil dari Perbedaan dari skripsi
aparatur dalam penelitian inisecara penelitian merupakan
implementasi kebijakan umumaparatue padalokasi serta waktu
pembuatan KTP dikantor| pemerintah telah yakni lokasi pada

dinas melakukan tugasnya penelitian iniberada
catatan  sipil kota dengan baik.Tetapi di kantordinas
Ternate, (2015)”. masihbanyak perubahan | catatan sipilkota Ternate
yang harusdilakukan danwaktu penelitianpada
dalam menjalankan tahun  2015sedangkan
implementasikebijakan | penulismelakukan
pada dinascatatan penelitian di dinascatatan|
sipilkota sipil TanahKaro. Dan

Ternateyaitu kurangnya | waktupenelitian pada
efesien dalammelakukan| Tahun 2022.

pelayanan publik dari Persamaannya sama—

segi waktu samamenggunakan teknik
membuatan KTP,tidak penelitian
adanya pemeliharaan kualitataif.
Yang prima
5. “Syahraji, Sistem Hasil dari penelitian| Persamaan dari Skripsi
administrasi ~ pelayanan| menunjukkan bahwal penelitian ini dengan|
E-KTP di hamper seluruh kegiatan penelitianyang
kecamatan implementasi sistem| dilakukan oleh  penuli
Bebesen administrasi ialah terdapat kekurangan
Kabupaten Aceh kependuduka n pada fasilitas  yang menjadi
Tengah(2012)”. kecamatan Bebesen| penghambat dalam|

kabupaten Aceh Tengah berjalan  nya  proses
sudah  berjalan  baik, implemetasi  yang baik.

walaupun masih Sedangkan
ditemukan kekurangan | perbedaannya terdapat|
pada
judul,dan lokasi dan juga
tahun dilakukannya|
penelitian.
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Untuk menjaga fasilitas
yang mengakibatk an|
seringnya kerusakan alaf]
scan  sidik
jari danscan retina
mata. Tidak adanya
ruang tunggu di kantor
dinas catatan|
sipil kota|
Ternate yang
mengakibatk an tidak
terciptanya suasang
tertib pada pengurusan|
pembuatan E-
KTP. pada fasilitas yang]

tersedia.

Sumber: Tabel diolah oleh peneliti
2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan bagi peneliti untuk menulis karya
ilmiah. Kerangka berpikir adalah rancangan atau deskripsi fekta,teori,penelitian
keidah pustaka dan pengamatan yang dilakukan yang kemudian sebagai dasar
untuk melakukan penelitian, untuk mempelajarinya. Menurut uma sekaran(1992)
dalam Sugiyono (2015), kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai model
konseptual. Dari penjelasan proses berpikir. Dari hal itu saya simpulkan yakni
kerangka berpikir adalah cara berpikir tentang hubungan antara variable atau
masalah dan peristiwa, yang dalam penelitian menjadi hipotesis. Kerangka
berpikir biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau bagan, disusun sedimikian
rupa sehingga bagan tersebut saling berhubungan. Oleh karena itu,secara umum,
kerangka berpikir dapat dilihat sebagai tindakanpenyusunan dalam menulis guna

penelitian.
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Kerangka Berpikir

Implementasi pelayanan publik dalam
pengurusan kartu tanda penduduk
elektronik pada kantor dinas catatan
sipil Tanah Karo.

IMPLEMENTASI MODEL
GEORGE C.EDWARDS III

1. Komunikasi (sosialisasi)
2. Sumber daya manusia dan
anggaran
3. Disposisi
(sikap pelaksana)
4.  Struktur birokrasi

Hambatan — hambatan yang
dihadapi oleh pihak instansi catatan
sipil Tanah Karo ialah kurangnya
alat dalam membuat atau merekam
E-KTP serta kurangnya tenaga
kerjadalam melakukan kegiatan
pelayanan publik, sehingga
membuat proses pelayanan publik

menjadi lambat. KTP.

Hasil penelitian menyatakan bahwa
implementasi pelayanan publik dalam
pengurusan kartu tanda penduduk
elektronik pada kantor dinas catatan
sipil Tanah Karo masih kurang
maksimal karena masih banyak
keluhan yang dirasakan oleh
masyarakat dalam pengurusan E-

Sumber: Bagan diolah oleh peneliti
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Penelitian berjudul Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu
tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo. Akan
dilakukan dengan menggunakan teori dari Edward III untuk membahas mengenai
Hambatan — hambatan yang dihadapi oleh pihak instansi catatansipil Tanah Karo
dalam bidang kurangnya alat dalam membuat atau merekam E-KTP serta
kurangnya tenaga kerja dalam melakukan kegiatan pelayanan publik, sehingga
membuat proses pelayanan publik menjadi lambat. Dari Hasil sementara
menyatakan bahwa implementasi pelayanan publik dalampengurusan kartu tanda
penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo masih kurang
maksimal karena masih banyak keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dalam

pengurusan E-KTP.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode
penelitian bersifat deskriptif, naratif, dan condong menggunakan analisis terhadap
objek yang akan dilakukan penelitian. Metode kualitatif biasanya fokus pada
pengamatan secara mendalam, hasil yang telah diteroleh dari temuan penelitian
dengan menggunakan metode kualitatif berupa penyelidikan fenomena yang lebih
menyeluruh, penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian
berlangsung.

Konsep penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan pengolahan datanon-
numerik dan interpretasi makna data ini untuk meningkatkan pemahaman lokasi
yang ditargetkan. Motode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, subjektif dari
sudut pandang partisipan,sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.
Dengan kata lain, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
yang jelas tentang masalah sesuai dengan fakta di lapangan.

Sugiyono (2005:1) memberikan defenisi pendekatan penelitian kualitaif
berdasarkan filosofi post-positivis, yang digunakan oleh penelitian (bukan
eksperimen) untuk mempelajari keadaan objek alam yang paling penting. Ukuran
ini melibatkan pengambilan sampel data yang menarik dari sumber data.
Metode penelitian menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat
induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif tidak digeneralisasikan.

Penelitian ini didasarkan pada filosofi fenomenologis yang mengutamakan
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penghayatan atau pemahaman. Metode ini berusaha memahami dan menafsirkan
makna peistiwa integrasi dan perilaku manusia dalam situasitertentu dari sudut
pandang peneliti titik penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan
pendekatan kualitatif. Pengertian ini dipilih untuk menyajikan data secara
sistematis faktual dan akurat. Dengan hal demikian peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif bermaksud untuk menggambarkan impementasi pelayanan
publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas
catatan sipil Tanah Karo.
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yang

beralamat di jalan Veteran no.22, Raya, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera

Utara.
Tabel 3.1 Waktu penelitian
2022 2023
NO Uraian Sep | Okt | Nov | Des | Jan- | Mar- | Mei- | Juli | Agt
Kegiatan Feb Apr Juni
1. | Penyusunan dan
bimbingan
proposal
2. | Seminar
proposal
3. | Pengambilan
data dan survey

4. | Pengumpulan
data

Seminar hasil
Revisi skripsi
7. | Siding meja
hijau
Sumber : Data diolah oleh Peneliti

ol

a
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3.3 Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang —orang yang akan diwawancarai dan
akan memberikan informasi yang penting dan berkaitan dengan tema yang akan
diangkat oleh sipeneliti. Partisipasi ini sendiri harus sejalan dengan tujuan
penelitian yang ingin dicapai dan tidak dapat dipilih sembarangan karena
memerlukan metode pengambilan keputusan, informan penelitian denan teknik
purposive sampling Serta harus memberikan informasi berdasarkan fakta yang
ada dilapangan.

Informan yang dimaksud di penelitian ini yakni tokoh masyarakat yang
berhubungan langsung atau tokoh masyarakat yang telah melakukan kontak

langsung dengan lokasi penelitian. Infoman terdiri dari:

1. Informan kunci, orang yang memiliki informasi yang luas tentang
isu —isu yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya
mengetahui tentang situasi di masyarakat dan fenomena secara
umum, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama,
pemilihan informan kunci tergantung pada unit analisis yang
diselidiki. Informan kunci biasanya yang paling sering diwawancara
oleh sipeneliti agar dapat mengetahui masalah dan situasi yang
terjadi, informan kunci yang dimasud ialah kepala saksi bidang E-
KTP pada dinas catatan sipil Tanah Karo yang bernama ibu Susy

Iswara Bangun SE,M.Si

2. Informan utama, merupakan seseorang atau kelompok yang terlibat
langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan informan utama

dalam penelitian ini adalah kepala sub bidang penyusunan program
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KTP elektronik yang bernama Yerry Usahanta Purba SE dan operator
perekaman E-KTP di kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yang
bernama Siska Damayanti Amd.

3. Informan tambahan/ responden, adalah beberapa tokoh tambahan yang
bersedia memberikan informasi kepada peneliti, informasi tersebut
merupakan hasil dari pengalaman informan tambahan. Informasi dari
informan tambahan terdapat peneliti tidak medapatkan dari informan
kunci dan informan utama. Informan tambahan didalam penelitian ini
merupakan masyarakat yang merasakan atau yang pernah mengurus
KTP elektronik di kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yaitu bernama

Gunawan, Ira, Dea.

3.4 Teknik pengambilan data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data yang sedang diteliti. Singkatnya, teknik pengumpulan data
memerlukan langkah — langkah strategis dan sistematis untuk mendapatkan data
yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Pada umumnya teknik
pengumpulan data ini digunakan agar peneliti dapat mengumpulkan data atau
informasi berdasarkan bukti — bikti factual dari lapangan untuk kepentingan
penelitian, dan teknik yang digunakan didasarkan pada penelitian yang dipilih

oleh peneliti sendiri.

Teknik didalam pengumpulan data pad metode kualitatif pada umumnya
terdapat tiga macam, yaitu observasi,wawancara,serta dokumentasi. Teknik -

teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni :
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1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dari praktek,mengamati
proses, menghubungkan data yang diperoleh dengan fenomena yang
terjadi dalam situasi nyata, dan merekamnya secara
sistematis,logis,objektif, dan rasional. Teknik observasi adalah kegiatan
yang dilakukan peneliti dengan menggunakan panca indra,dari hal tersebut
peneliti membuat kesimpulan dari apa yang telah ditemukan
(Kristanto,2018).
2. Wawancara

Wawancara juga merupakan teknik peneliti untuk mendapatkan
informasi yang diinginkan dan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh
peneliti berbentuk pedoman wawancara, wawancara merupakan proses
Tanya jawab antara peneliti dengan informan, informasi berlangsung
secara tatap muka serta informan memberi penjelasan yang mendalam.
Dari hasil wawancara informan tersebut peneliti mencatatan informasi
yang penting, informasi tersebut berbentuk pernyataan yang berkaitan
dengan pokok masalah yang berkaitan dengan impementasi pelayanan
publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor

dinas catatan sipil Tanah Karo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat
data — data yang sudah ada diperoleh dari informan sehubungan dengan
masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi ini adalah cara untuk

mengumpulkan data berkas dan melacak data historis. Dokumen tentang
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orang, kelompok orang, peristiwa dan kjadian dalam situasi sosial, yang
sangat berguna bagi metode penelitian kualitatif (Yusuf,2014).
4. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk
mendapatkan data dan pengumpulan data tersebut untuk mengecek valid
atau tidaknya dari data yang telah didapatkan, triangulasi merupakan
taknik yang sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif agar peneliti
kualitatif sering dipengaruhi subjektif dan agar mendapat data yang berupa
data fakta yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Triangulasi arinya
penulisan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk
memperoleh data dari sumber yang sama. Penulisan menggunakan
observasi partisipan, wawancara secara mendalam, serta dokumentasi dari
sumber data yang sama secara bersamaan. Triangulasi mengacu pada
teknik memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan

teknik yang sama.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian setelah dilakukan pengumpulan data
dan setelah pengumpulan data tersebut selesai pada waktu yang telah ditentukan.
Yang berarti analisis dilakukan pada saat wawancara, dan peneliti mulai
menganalisis tanggapan informan. Ketika jawaban dari informan tersebut belum
memuaskan dan menjawab tujuan penelitian,tetapi peneliti harus bertanya sampai
mendapat jawaban yang dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta (Noeng 43
Muhadjir,1998:104). Tujuan dari teknik analisi data adalah untuk menarik

kesimpilan umum dari data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti.
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Adapun teknik — teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan penyederhanaan,klasifikasi,dan penghilang
data yang tidak diperlukan sehingga memberikan informasi yang
berarti dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut. Reduksi data
berarti mengelompokkan pokok bermasalahan menjadi rinci yang
didapatkan darilapangan.

2. Display Data ( penyajian data)
Menampilkan atau menyajikan data juga merupakan tahapan teknik
analisis data  kualitatif. = Penyajian data adalah kegiatan
mengorganisasikan kumpulan data secara sistematis dan dapat
dipahami serta memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan.
Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa reks deskriptif (dalam
bentuk catatan ). Saat melakukanpenyajian data tersebut disusun agar
lebih mudah dipahami dan dalam penyajian data dapat berbentuk
bagan,grafik atau uraian singkat, hubungan antar kategori dan

sejenisnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)22/9/23



Dri Devi Diadora Br Sebayang - Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk...

3. Kesimpulan
Membuatan kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian
dariteknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk memastikan
bahwa hasil reduksi data masih relevan dengan tujuan analisis yang
ingin dicapai. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan makna dalam
data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan,persamaan,atau
perbedaan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang
disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak

ditemukan bukti pendukung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)22/9/23



Dri Devi Diadora Br Sebayang - Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk...

BABV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian terhadap Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan

KTP Elektronik pada Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo telah dilaksanakan,

maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor

Dinas Catatan Sipil Tanah Karo belum sepenuhnya terlaksana. Terdapat

empat indikator dalam teori Edward III yaitu komunikasi, dimana

komunikasi berjalan dengan baik maupun komunikasi langsung atau

secara online. Selain komunikasi terdapat juga indikator Sumber Daya

di bidang Sumber Daya Manusia serta Disposisi masih perlu untuk

dioptimalisasikan. Karena petugas yang masih kurang serta fasilitas

pendukung untuk perekaman KTP yang masih perlu untuk ditambabh,

hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya dukungan finansial dari

pusat dan perhatian di bidang sumber daya manusia mereka. Selain itu

indikator disposisi juga masih belum bnerjalan dengan baik, karena

dalam pelayanan sering terjadi gangguan jaringan, hal tersebut

berdampak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Pelayanan

Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah

Karo adalah SDM yang kurang, disposisi yang tidak teroptimalisasi

dengan baik, serta jaringan yang tidak stabil dalam pelayanan di

Instansi Disdukcapil.
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5.2 Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran

sebagai berikut :

1. Komunikasi antara pihak Disdukcapil dengan pusat untuk
menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi di instansi tersebut.

2. Diharapkan adanya pembuatan kerjasama antara Disdukcapil dengan
Instansi jaringan komunikasi seperti Telkom terdekat agar dapat
mengupayakan jaringan yang stabil sehingga pelayanan bisa dilakukan

dengan optimal.
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